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Pendahuluan
• Perkembangan media sosial menyebabkan meningkatnya fenomena viral

negatif yang melibatkan pekerja dan berdampak pada hubungan kerja

• Beberapa perusahaan menjadikan viral negatif sebagai alasan
melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) demi menjaga reputasi
perusahaan

• PP Nomor 35 Tahun 2021 tidak mengatur secara eksplisit viral negatif
sebagai alasan sah PHK sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum
mengenai dasar hukum PHK akibat viral negatif

• Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis keabsahan PHK akibat viral
negatif berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2021 dan Pasal 1320 KUH
Perdata.



3

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)
Rumusan Masalah :

Keabsahan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja akibat viral

negatif di media sosial dalam perspektif hukum di Indonesia

Pertanyaan Penelitian:

1. Apakah PHK karena viral negatif di media sosial (di luar jam kerja) dapat

dikategorikan sebagai pelanggaran bersifat mendesak dalam PP 35/2021?

2. Kategorisasi PHK karena viral negatif di media sosial dalam pasal 1320 KUH

Perdata
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Metode Penelitian
Jenis Penelitian : Yuridis normatif

Pendekatan : perundang-undangan dan konseptual

Bahan Hukum Primer :

• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

• PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja

dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja.

• Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian

Bahan Hukum Sekunder :

Artikel dan jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, serta berita yang relevan dengan permasalahan

PHK akibat viral negatif.

Penafsiran Hukum : Penafsiran Sistematis.
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Hasil dan Pembahasan
A. Viral Negatif sebagai Pelanggaran Bersifat Mendesak dalam PP

35/2021

• PP Nomor 35 Tahun 2021 mengatur alasan PHK, namun tidak
mencantumkan viral negatif sebagai pelanggaran bersifat mendesak

• Viral negatif tidak secara otomatis menunjukkan adanya pelanggaran
hukum yang dapat dijadikan dasar PHK

• PHK hanya dapat dilakukan apabila terdapat pembuktian mengenai:

1. Pelanggaran hukum

2. Pelanggaran kewajiban kerja

3. Hubungan kausal dengan kerugian perusahaan

• Tanpa pembuktian tersebut, viral negatif tidak memenuhi unsur
pelanggaran bersifat mendesak.
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Hasil dan Pembahasan
B. Analisis PHK Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata

• Pasal 1320 KUH Perdata mensyaratkan adanya sebab yang 
halal sebagai syarat sah suatu perjanjian

• Viral negatif tidak secara otomatis memenuhi unsur sebab yang 
halal sebagai dasar melakukan PHK

• Dalam penelitian ini, sebab yang halal dianalisis melalui adanya:

1. Pelanggaran kewajiban kerja

2. Pelanggaran peraturan perusahaan, atau

3. Perbuatan melawan hukum yang dapat dibuktikan

• Tanpa dasar hukum tersebut, PHK akibat viral negatif berpotensi
dinyatakan tidak sah. 
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Temuan Penting Penelitian
• Viral negatif tidak secara otomatis dapat dijadikan dasar

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menurut PP Nomor 35 Tahun
2021

• Keabsahan PHK harus didasarkan pada pembuktian objektif,
yaitu adanya pelanggaran hukum, pelanggaran kewajiban
kerja, atau kerugian nyata yang ditimbulkan terhadap
perusahaan

• PHK yang hanya didasarkan pada viral negatif tanpa dasar
hukum yang jelas berpotensi tidak memenuhi unsur "sebab yang
halal" sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata

• Viral negatif merupakan fenomena sosial yang memerlukan
pembuktian hukum sebelum dapat dijadikan dasar PHK
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Manfaat Penelitian

• Memberikan pemahaman mengenai keabsahan PHK akibat 
viral negatif berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2021 dan Pasal 
1320 KUH Perdata

• Memberikan masukan bagi pekerja mengenai perlindungan
hukum terhadap PHK yang tidak didasarkan pada alasan yang 
sah

• Menjadi bahan kajian bagi pengembangan hukum
ketenagakerjaan terkait fenomena viral negatif di era digital
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